BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 293/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG EMPAT
ISLAMIC CENTRE-TANJUNG SELATAN DI DESA MABURAI KELURAHAN
MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK DAN DESA TANTA HULU

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

. bahwa dalam rangka pembangunan Jalan Simpang Empat

Islamic Centre-Tanjung Selatan di Desa Maburai Kelurahan
Mabuun Kecamatan Murung Pudak dan Desa Tanta Hulu
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, perlu penetapan
lokasi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
Kabupaten Tabalong tanpa merubah fungsi dan peruntukan
yang ada;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau
Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2106);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan

Hak-Hak Atas tanah dan Benda-Benda Di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor
288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2324);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor 51,
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6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
. Tanah Bagi Pembangunan Untuk_ Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201f} tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nggara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan

8. Kepam mammor s~ : = .
9. Camat Murung Pudak di Murung Pudak
10. Camat Tanta di Tanta




